U EE?ATE %@MEAN&
 PROVINSI SULAWESI EENGGARA
' PERATURAN BUPATI BOMBANA e
' NOMOR 5\ TAHUN 2018

g TENTANG r ‘ s
| - PEMBE NTUKAN DESA PERSIAPAN BEROPA :
DI KECAMATAN KABAENA BARAT KABUPATEN BOMBANA

I DENVGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

g ; i BUPATI BOMBANA ' S
Menimbang oa. bahwa untuk menlndaklan_]utl Pasal 10 ayat (5)

:  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 20 14 tentang
‘Peraturan Pelaksanaan Undang—undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa. sebagaimana telah diubah

; Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
E 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
st Peraturan Pelaksanaan Undang—undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa, serta adanya aspirasi yang
berkembang dalam masyarakat Kelurahan Sikel,
dlpandang perlu mclakukan Pembentukan Desa
melalui Desa Pers1apan, . '

;merupakan baglan dari Wilayah Desa Induk dengan
memperhatlkan kemampuan ekonomi, potensi desa,
sosial budaya, _]umlah penduduk luas wilayah desa,

Kelurahan Sikeli perlu d11akukan Pembentukan Desa
Pers1apan Beropa ~ S '
c. |bahwa berdasarkan perumbangan sebagaimana ,
' ~d1maksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peratura_n Bupau Bombana tentang Pembentukan Desa
| Per81apan ‘Beropa di Kecamatan Kabaena Barat
L B Kabupaten Bombana. ' s
~ Mengingat 1. Undang—Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang ‘
: i : Pembentukan Kabupaten ombana,A Kabupaten
| Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
~ |Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
 |Indonesia Tahun 2003 Nomor 114, Tambahan
e Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor 4339);
2 Undang—Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
‘ | (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014
FlE S -~ |Nomor 7, Tambahan mbaran Negara Republik
Py ‘ ;Indonesm Nomor 5495), \ Y- '

oy :‘1",1f,’f‘,

g beberapa kali terakhlr dengan Peraturan Pemerintah e

b. | bahwa Desa Persiapan sebagalmana dimaksud huruf a

rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan desa di |



Menetapkan

Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

, Pemenntahan Daerah (Lembaran ‘Negara Republik

Indonesm Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

_Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5587)

sebagalmana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

| Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran
| Negara Repubhk Indonesia Tahun 2015 ‘Nomor 58,

| Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones1a
| Nomor 5679),

,Peraturan Pemermtah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang—undang Nomor 6
'Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

i \Lembaran Negara Repubhk Indonesxa Nomor 5539)

~ |Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

- _PE
PE

sebagalmana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan ,Pem,enntah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang~undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

| (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2015

‘Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
‘Indonesm Nomor 57 17)

| Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang,Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3

Perangkat Daerah Kabupaten ‘Bombana (Lembaran

| Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3); ;
' Peraturan Bupati Bombana Nomor 52 Tahun 2016
| tentang Kedudukan, ‘Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan

| Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana.

 MEMUTUSKAN : |
RATURAN kBUPATI‘ .~ BOMBANA  TENTANG

MBENTUKAN DESA  PERSIAPAN BEROPA DI
,CAMATAN KABAENA BARAT KABUPATEN BOMBANA
v BABI o
KETENTUAN UMUM
‘ Pasal 1

Dalam Peraturan Bupatl ini yang d1maksud denga_n

- 1.
2.

Pemerintah Pusat

Republik Indones

‘Daerah adalah Kabupaten Bombana.

yang selanjutnya dlsebut Pemenntah adalah Presiden
la yang memegang ‘kekuasaan pemermtahan Negara

Republik Indones1a yang dibantu oleh Wak11 Presiden dan menteri

sebagalmana

| : Indones1a Tal

dimaksud da
1945.

Undang—Undang Dasar Negara Republik




SR R

10.

5 Pemenntah Daer

sebag1an urusan
. pemerlntahan
i ﬂDesa adalah desa

‘\“,'mem111k1 batas wil
i urusan pemermta

o Pemermtahan De< ,
_kepentmgan, ‘masyarakat setempat dalam s1stem Pemenntahan Negaragff o
‘Kesatuan Republik e , , o

.j[;Pemerlntah Desa

Wﬂayah kerja Camat sebaga1 Perangkat Daerah

dan desa adat atau yang dlsebut dengan nama lain, ,' i
selanjutnya dlsebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang" '

i Pemermtah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pememntahan oleh,’ o
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan| tugas pembantuan dengan prms:p ‘otonomi seluas luasnya o
dengan pr1ns1p otonomi- seluas- luasnya dalam sistem dan pr1ns1p Negara o ‘
_‘Kesatuan Republ k- Indone81a sebagalmana d1maksud dalam Undang-‘ g
Undang Dasar Negara Repubhk Indones1a Tahun 1945 ;

. f Bupat1 adalah Bupat1 Bombana.
2 ‘Kecamatan adalah
;. 'Camat adalal‘ pimpinan dan koordlnator penyelenggaraan pemermtahan di
; wﬂayah kerJa kecaxnatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh e
*f»pehmpahan kewenangan pemerlntahan dari Bupat1 untuk menanganr L :

otonom1 daerah dan penyelenggaraan tugas umum i,' g

ayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

han, kepentmgan masyarakat setempat berdasarkan,‘ .
__'prakarsa masyarakat hak asal usul, dan/ atau hak trad1s1ona1 yang diakui
dan d1hormat1 dalam system pemermtahan Negara Kesatuan Repubhkﬁ‘ o
" Indonesia. el e o

a adalah' Penyelénggaraan‘ urusan pemerintatian. dan s

Indonesm

adalah Kepala Desa d1bantu Perangkat Desa sebaga11 -

unsur penyelenggaraan Pemermtah Desa

Badan Permusyawaratan Desa yang selanJutnya d1s1ngkat dengan BPD B
adalah lembaga yang melaksanakan fungs1 pemermtahan yang anggotanya. o

o fkfmerupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakﬂan W11ayah o
i dan d1tetapkan secara demokratls ; e -

2

15

 pantai,

 batas, jalan,
. d1tetapkan sebagaJ batas wﬂayah Desa

di Desa dan meme; nuhl persyaratan sebaga1 penduduk desa
Pembentukan

'Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD Pemenntah Desa, dan;; L
2 ‘unsure masyarakat yang dlselenggarakan oleh BPD untuk menyepakatra

~ hal yang bersifat strategis. | L & e
'Penduduk Desa adalah Warga Negara Repubhk Indone31a yang berdom1s111

Desa adalah tmdakan mengadakan desa baru dapat berupa s
e penggabungan beberapa desa atau sebaglan desa yang bersandlngan, atau
L ,kpemekaran dari satu desa menJadl dua desa atau leb1h atau pembentukan,_ L
~desa diluar desa yang telah ada. . e G
Desa Pers1apan adalah pengambungan beberapa dusun atau atau bag1an'= o
5’ dusun yang bersandmgan atau’ pemekaran dar1 satu desa yang masxh‘ e
dalam proses pembentukan desa deﬁn1t1f \ e s
Kekayaan Desa ad‘alah barang m111k desa yang berasal dar1 kekayaan ash;f": S
- desa, d1be11 atau d1peroleh atas beban Anggaran Pendapatan dan BelanJa h
Desa atau perolehan hak 1a1nnyayang sah D R e
: Batas Alam adalah penggunaan unsur alam sepertl gunung, sunga1~ e
danau dan lain sebagalnya yang d1nyatakan atau d1tetapkan
'sebagai batas WllayahDesa Sl et R s
k‘Batas Buatan ‘da ’ah penggunaan unsure buatan manusau sepertl pllar'
saluran 1r1ga81, ‘dan - 1a1n se agamya yanymyatakan atau'



-  Jumlah P Penduduk Des

i PEMBENTUKAN;;C

- Dengan Peraturan B
e Pemekaran Kelurahan

. BABI

AKUPAN WILAYAH BATAS WILAYAH IBU KOTA DAN

JUMLAH PENDUDUK
' Baglan Kesatu oo
Pembentukan e
Pasal 2 |

upati ini dlbentuk Desa Per31apan Beropa sebaga1: o

1keh Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana

: Bagmn Kedua
g Cakupan wﬂayah
. Pasal 3 8

' Desa Per81apan Beropa berasal darl sebaglan wﬂayah Kelurahan Slkeh*

Dusun Melati

Dusun Lere’ea
Dusun Nener _
Dusun Kampung B

9
| ‘3)

i Dengan dibentuknya I
~ pasal 2, maka ‘1ua§ wila

Desa Pers1apan Be
' sebaga1 berlkut

T Kecamatan Kabaena Bérat yang akan terdm atas Wllayah
1) : L '

Pasal 4
yah Kelurahan Slkeh berkurang 25,50 km2

Bag1an Ketxga
; Batas Wilayah
~ Pasal5

ropa’ Kecamatan fKabaéna' ‘Barat,\ dengah batas Wilayah:

a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Bahara Selatan

"b;

sebelah t1mur b
c. sebelah selatan|
d. sebelah barat b

(2) Batas W11ayah sebe

peta wilayah yang

tidak terpisahkan d

‘ Letak Ibu Kota Desa Pe

= ;Keluarga

erbatasan dengan Desa Rahampu u;

berbatasan dengan Desa Langkema dan

erbatasan dengan Kelurahan Sikeli. :
gaimana dlmaksud pada ayat (1) dlgambarkan dalam :
tercantum’ dalam Lamp1ran I merupakan baglan yang,
lar1 Peraturan Bupat1 1n1 ' Lo :

Baglan Keempat
Ibu Kota

Pasal 6 Lo |
rs1apan Beropa berkedudukan d1 Dusun Lere ‘ea.

Baglan Kehma Sl
Jumlah Penduduk S
Pasal T ;

a Persxapan Beropa adalah 2 002 lea atau 405 Ke 'ala

/ho

Desa. Pers1apan Beropa sebagalmana d1maksud dalam‘ ;




o Kabaena Barat, Bjupati

iy BAB III .
PEMERINTAHAN DESA
Bagzan Kesatu =

Peresm1an Descx Persmpan dan Pelantlkan Penjabat Kepala Desa -

Pasal 8

’ Peresmlan Desa Pers1apan Beropa serta pelantlkan Penjabat Kepala Desa

dllakukan oleh Bupat1
ini dlundangkan :

Untuk memimpin jalan

pahng lama 30 (t1ga puluh) han seJak Peraturan Bupat1 ;

"Bagian’Kedua .
Pemermtah Desa o
: Pasal 9

nya pemenntahan di DyesaPers’ip:arr‘l- BefOfia Kecamatan
mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri

~ Sipil berdasarkan Eus'ulan,Camat seSuai peraturan perundang-undangan.

(1)

NEl .
 pertimbangan Pemerintah Daerah untuk menentukan status desa yang '

'd1undangkan

BAB v o :
; PEMBINAAN DAN PEN GAWASAN
' Pasal 10

Blipaﬁ éttau,3 S‘atuan Kexja Perangkat Daerah yang memb1dang1

Pemerintahan Desa dan atau Camat melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan pemermtahan desa yang baru .

dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa
sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi dalam jangka
We‘lktu 1 (satu) sampa1 3 (tlga) tahun seJak Peraturan Bupat1 ini

Hasil evaluasi sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) menjadl dasar

telah d1bentuk sebaiga,lmana dlmaksud dalam pasal 2.

‘Kewenangan Desamehputl kewenangan' d1

: _BABV] 1 e

KEWENANGAN

 Pasalll

bidaﬁg 'peﬁyelenggaraari
Pemerintahan | Desa, Pembinaan Kemasyarakan Desa dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan
adat istiadat Desa. : - : , .

_ Kewenangan Desa di B1dang Pertanahan d1 Desa Pers1apan Beropa mas1h
tetap dllaksanakan :

oleh Kelurahan Slkeh

| ?BABIVI |
PEMBIAYAAN
Pasal 12 -

kPembi‘ajraan‘ yang d1pi=r1ukan sebaga1 ak1bat dlbentuknya Desa Per51apan

b Beropa sebaga1mana dlmaksud dalam pasal‘ 2 dlbebankan pada Anggaran

E _ Pendapatan dan Belanj

a Kelurahan Slkeh




'BAB VII
'KETENTUAN PENUTUP |
Pasal13

Pada saat Peraturan Bupatl ini mu1a1 berlaku maka Peraturan Bupati Nomor
18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Desa Persiapan Beropa di Kecamatan
Kabaena Barat Kabupaten Bombana d1cabut dan dlnyatakan t1dak berlaku

Pasal 14

Peraturan Bupat1 ini mu1a1 berlaku pada tanggal d1undangkan

Agar setiap orang dapat mengetahumya memerintahkan pengundangan , |

Peraturan Bupat1 ini dengan penempatannya dalam Berlta Daerah Kabupaten
Bombana ' e
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